PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

Menimbang

M engingat

a.

DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna peningkatan pelayanan kepada masyadakat bidang

administrasi kependudukan diperlukan adanya dukungambiayaan

berupa retribusi penggantian biaya cetak kartuagomehduduk dan akta
catatan sipil;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Repulsidonesia

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan ReiriDaerah maka
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 28@@ng Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kaetuarga Dan Akte

Catatan Sipil sudah tidak sesuai dan perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimademal huruf a

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retri®ersggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun4l$ntang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecillalva (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1®&itang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Insian€ahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indank®mor
3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun9l1&htang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas daupKiprKolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia TA®3® Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@tt)3
Undang-Undang Republik IndonesMomor 23 Tahun 2002 tentar
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Ind@n&sahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik IrslanBlomor
4235);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBleraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istoi@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
4389);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun42@htang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ssiamahun 2004
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kaliashedgdang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Iad@an Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuldikniesia Nomor
4844);

Undang-Undang Republik IndonesMomor 23 Tahun 2006 tentar
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repulfidonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara bHRkepu
Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahurd26ftang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ré&putdionesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara bHRkepu
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46id 982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TingkaPdsuruan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nat&pTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Bdntal983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tenithrkum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesaumd983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadN8268);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38172005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rlepudbnesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Né&51®);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor #ui&005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelengganaeminBehan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@ 28omor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i8)4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3wi&007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia N@3drahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Neg&epublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan LembargaddeRepublik
Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38172007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,riftahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Katanlaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahanbagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3®ui&2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negaralikepulonesia
Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara dRkepu
Indonesia Nomor 4768);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 TaQ@y/ tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan a&erBemndang-
undangan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 7&008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukedaatatan Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1@9iang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dagra

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@86ng Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah hdidleagan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2@h@ang Formulir
dan buku yang digunakan dalam Pendaftaran PenddaukPencatatan
Sipil;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun t20f&ng Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KoRasuruan
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nom@&2E);



Menetapkan
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Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun @0@ang Pokok—
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dd&&vth Pasuruan
Tahun 2007, Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2@68ng
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaraerdba Kota
Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09).

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2eh@ang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lemb&asrah Kota
Pasuruan Tahun 2010, Nomor).

Dengan Per setujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN
SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

PwpnpPE

Daerah adalah Kota Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.

Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yangisdengan tugas
pokok dan fungsinya memberikan layanan dan memumgtribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk d#a @&tatan Sipil .
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentbidéng retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mutaipdaghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besamey@busi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepéajd Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yaegipakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yaa§ titelakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, persermaarditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau hadaaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apafpoma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpukaygasgan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisaisinya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasektidl dan bentuk
usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa desalpelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatamyai yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau dibevolklh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatanmumserta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
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Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda pauidadan akta catatan
sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah lpayaran atas pelayanan
penerbitan kartu tanda penduduk dan akta catgtdn si

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badargyaenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk métak pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retrjbga umum.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terteahgynerupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jakan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnymgkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atacksaadministratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, ysagnjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang mekam jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah knedrtbusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusdgh terutang.

Kartu Keluarga, disingkat KK, adalah kartu idergtit@eluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan kelaarga, serta
identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, disingkat KTP, adalah idemtiesmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kepelukan dan catatan
sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara KeaatuRepublik
Indonesia (NKRI).

Kartu Penduduk Sementara adalah identitas pendydug bersifat
sementara sebagai bukti diri yang diterbitkan alefas kependudukan
dan catatan sipil yang berlaku di di Kota Pasuruan.

Kartu Identitas Kerja adalah kartu identitabagmi pencari kerja yang
terdaftar pada Pemerintah Kota Pasuruan.

Dokumen Pencatatan Sipil adalah dokumen reamg yliterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang beescatatan peristiwa
penting yang dialami seseorang dalam register patacea sipil pada
instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang diala®aseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pea@eT, pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan damagerubahan
status kewarganegaraan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mepghirdan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakaara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksagok umenguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daeratetldousi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan keséentperaturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retdaesh.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribuseda adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencaserta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuainig tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta merkam tersangkanya.
Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kotartasu

BAB I
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kanwa penduduk dan akta
catatan sipil dipungut retribusi atas pelayanarefdstan kartu tanda penduduk,
kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identkagia, kartu penduduk

sementara, kartu identitas penduduk musiman, Kaatwarga dan akta catatan
sipil.



Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan :

kartu tanda penduduk;

kartu keterangan bertempat tinggal,

kartu identitas kerja;

kartu penduduk sementara;

kartu identitas penduduk musiman;

kartu keluarga; dan

akta catatan sipil yang meliputi akta perkawjnakta perceraian, akta
pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti namaé@gi negara asing,
dan akta kematian.

@ropapop

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badang yaemanfaatkan
pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk, kartierdeegan bertempat
tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk setame, kartu identitas
penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catgdn s

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUS

Pasal 5
Retribusi termasuk golongan retribusi jasa umum.
BAB |V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeriegs/g@an penerbitan kartu
tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tingggl) identitas kerja, kartu
penduduk sementara, kartu identitas penduduk musikertu keluarga dan
akta catatan sipil.
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retriloigtapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersargkutemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas peradi@nd atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipatiabpencetakan dan
pengadministrasian.



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkardapgenis pelayanan
penerbitan kartu tanda penduduk, kartu keterangateropat tinggal, kartu
identitas kerja, kartu penduduk sementara, kaguatiths penduduk musiman,
kartu keluarga dan akta catatan sipil.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimaimaaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampirag yagrupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak merydoratepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administratifiieerounga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang degiiyang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dinthgada ayat (3) didahului
dengan Surat Teguran.

(4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksuahd&lasal 10 ayat (1) disetor
ke Kas Umum Daerah secara Bruto.

Pasal 12

Tata cara pemungutan dan penyetoran hasil pemungetabusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur ddhgiaturan Kepala Daerah.

BAB I X
MASA RETRIBUSI
Pasal 13
(1) Masa retribusi berlangsung pada saat subjek rstribuemanfaatkan

pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk darcatdgan sipil.
(2) Retribusi terutang berlangsung pada masa retribusi.



BAB X
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Subjek retribusi membayar retribusi di lokasi pal@n penerbitan kartu
tanda penduduk dan akta catatan sipil.
(2) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang kepBéadahara Penerimaan

dalam waktu 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditar oleh Kepala
Daerah.

BAB XI
PENAGIHAN RETRIBUS
Pasal 15

(1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibaasgbagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan surat teguramat geringatan atau surat
lain yang sejenis

(2) Surat teguran, surat peringatan atau suratyaing sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan peatalkesx penagihan
retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saatiijptempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah talggurat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis disampalé&jib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau suratyaing sejenis sebagaimana
dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah Bejabat.

Pasal 16

(1) Penagihan terhadap Wajib Retribusi yang tidak mermekewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) HKdakudengan
menggunakan STRD.

(2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud padalgydiatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIlI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi manjalaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saxattangnya retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidadii bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimanaaldiud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Resiijbbaik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaardmaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tainddgerimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsunggaghana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan #asannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melugasikepada
Pemerintah Daerah.



(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak larggs@ibagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengapeamohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan kebeslthn Wajib
Retribusi.

BAB Xl
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 18

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagiagil karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dikexpus

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapustamg retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yamals kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan katae hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atawrden lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam kalhadonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktingpdama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wdtktribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat rlipe karena keadaan
di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dsutdglada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atdwasaan Wajib
Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanbagan Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lamgertam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberitkepn atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputuséetaean.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatélalauntuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa kelb@ratang diajukan
harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapatipd menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menamlsdrnlga Retribusi
yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pgdt(1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, kirergang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebadeun seluruhnya, kelebihan

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambabalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling 12nfduh belas) bulan.



(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayaihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, WajibriBesi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lam@réam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganba Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memideiaitusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pgda (2) dan ayat (3)
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak membersaaiu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dangigkabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktungalama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Raigblainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada (dydangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utBegyibusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusagsemana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palamgd 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Rairidilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan iamb&lunga sebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan penapayelebihan
pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaranbBsE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturanl&&azerah.

BAB XVI

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI/SANKS

Pasal 23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan penguranganjngeeran dar
pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok ustdén/atau sanksinya.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaidimaksud pada a
(1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan ViRstiibusi.

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada(lgydiberikai
dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan pambebsar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengeatuPen Kepale
Daerah.

BAB XVII
PEMERIKSAAN
Pasal 24
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksa@tuk menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam eamg&laksanakan

peraturan perundang-undangan perpajakan daeraetdidasi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:



a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atéatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang bergayudengan
objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ratngan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamcar
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengaatBran Kepala Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkundg@merintah Ko
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk nudlak penyidika
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana kisuné dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adsd@bat pegaw
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kgtang diangkat ole
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan tunee
perundangundangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatiélah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keggla atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidangibdsi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebifklgndan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nre&igerang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan ydagukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giriaau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkedaagan tindak
pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanti buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta nkaelakpenyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaragas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guatkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggbang dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokuey gibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanaigerpajakan
Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya daeridsa sebagai
tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapamyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentyagraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgithya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negd&epublik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatumddiadang-Undang
Hukum Acara Pidana.



BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajib@nsghingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling Br(taga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlahriRasi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan retditalssanakan oleh Dinas.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daeralsépanjang mengenai
teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturaal&Baerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku makatitan Daerah Kota
Pasuruan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Renign Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Dan Akte @ataipil (Lembaran
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000, Nomor 3) dicadotdinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah@ngundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanbdram Daerah Kota
Pasuruan.

Ditetapkan di  : Pasuruan
pada tanggal : 11 Oktober 2010

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,
NOMOR 10

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat |
NIP. 19570216 198603 1 006




PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

. UMUM

Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiapanyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan penyediaan faglitaigk. Oleh karena itu diperlukan adanya
penyesuaian-penyesuaian terhadap sumber-sumberag2ésa Asli Daerah baik berupa
penyesuaian tarif maupun ketentuan regulasi yanggatar tata cara pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik led@nNomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yangabeht/ndang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reiribaerah dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 maka perakeain Peraturan Daerah Kota Pasuruan
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi PenggantiayaBCetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga Dan Akte Catatan Sipil yang pembentukanbggedoman pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang KkPBjaerah dan Retribusi Daerah dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 TahurD2@6lu ditinjau dan disesuaikan.

. PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1 . Adanya pengertian tentang istilah dalgmasal ini
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tagsirshlah
pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasall-pa
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1) s/d ayat (3) :  Cukup jelas
Ayat (4) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah badehauh

proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapsdralnkan
pada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bulerarti
bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerja sama ateng
pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses
pemungutan, Pemerintah Kota dapat bekerja samaadeng
badan-badan tertentu yang karena profesionalisméanyak
dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pefamgu
retribusi. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidddkpat
dilaksanakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan
penghitungan besarnya retribusi yang terutang, geasan
penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 11 s/d Pasal 13 . Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1) . Cukup jelas
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan wajib retribusiasialayat ini adalah
pemungut.
Pasal 15 s/d Pasal 30 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 09



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR

: 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 11 Oktober 2010

TARIF RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

NO. JENISPELAYANAN RET(S:OE;US'
WNI WNA
1 2 3 4
1. | Kartu Tanda Penduduk Rp. 0, Rp. 50.000}-
2. | Kartu Identitas Kerja Rp. 5.000,- Rp. 50.000,-
3. | Kartu Penduduk Sementara Rp. 5.000,- Rp. 0,
4. | Kartu Keluarga Rp. 5.000,- Rp. 50.000,-
5. | Akta Perkawinan
1) Pelayanan di dalam kantor Dings
Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
2) Pelayanan  di luar  kantor  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-
6. | Akta Perceraian Rp. 50.000, Rp. 100.000,
7. | Akta Pengesahan/PengakuanAnak Rp. 50.000, RpOAM
8. | Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing Rp. 0, p. 10.000,
9. | Akta Kematian Rp. 20.000,- Rp. 50.000,t

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Ttd,
SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN



